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Target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin 2019 saat ini
sudah melampaui hingga 100,77 persen. Padahal masa penutupan penggunaan anggaran
2019 tinggal menghitung hari lagi. Artinya, PAD masih berkesempatan untuk menambah
lagi.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Banjarmasin Subhan Noor Yaumil
menyebutkan, sementara ini capain PAD sudah sebesar Rp316 miliar lebih atau 100,77
persen. Perhitungan tersebut melampaui target PAD tahun 2019, Rp314 miliar.

la menyebutkan, data per tanggal 15 Desember untuk hasil pajak daerah sebanyak
Rp208.206.045242.70, retribusi daerah Rp31.125.125.401.00, pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan Rp21.883.513.529.00, dan PAD yang sah Rp55.696.758.775.20.

Subhan menyatakan bahwa data tersebut sementara, bisa ada perubahan, dan
dipastikan bertambah hingga 30 Desember mendatang. Berdasarkan draft usulan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020, target PAD yang
diberikan untuk Bapenda naik sekitar Rp40 miliar dibanding tahun 2019.

Untuk memenuhi target PAD yang ditetapkan pada 2020, pihaknya senantiasa

membuat inovasi atau program, khususnya terkait kemudahan bagi para pemilik kendaraan
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dalam membayar pajak. Dan mengharapkan semua sektor pajak yang mereka kelola, di

intensifkan dengan cara pemasangan Tapping Box.

Di sisa waktu sebulan lebih ini, sebelum memasuki tahun 2020, pihaknya optimis

target PAD vyang ditetapkan bisa terealisasi secara keseluruhan. la berharap, target

pendapatan yang belum tercatat hingga 30 Desember mendatang, didapat nilai penambahan

yang melebihi target, harapannya sumber pendapatan tersebut agar dapat digunakan untuk

pembangunan kota seribu sungai di tahun mendatang
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Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18
bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan
perundangundangan”.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah
(PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah
daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha
milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan Asli Daerah
merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai

perwujudan asas desentralisasi.

Subbag Hukam BPK Perveakilan Provinst Kalimantan Selatan


https://www.baritopost.co.id/
https://apahabar.com/

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas,
BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya.
PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian
daerah.

Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu
melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat
berkurang. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana
keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan
salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai
pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada
masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan
bersama.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana datur dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

1) Hasil Pajak Daerah;

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah
disamping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan
oleh para ahli, misalnya Rochmad Sumitro yang merumuskannya “Pajak
lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah
swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”.

Sedangkan Siagin merumuskannya sebagai, “pajak negara yang
diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah berdasarkan
peraturan perundangundangan yang dipergunakan guna membiayai

pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik”.
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Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat
diikhtisarkan seperti berikut:

a) Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah
sebagai pajak daerah;

b) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;

c) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang
dan/atau peraturan hukum Lainnya;

d) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai
penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk
membiayai perigeluaran daerah sebagai badan hukum publik;

2) Hasil retribusi daerah;

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi
daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditetusuri dan pendapat-pendapat
para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah (Josef Kaho
Riwu, 2005:171) adalah pungutan daerah sebagal pembayaran pemakalan
atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau mhlik daerah untuk
kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik
langsung maupun tidak Iangsung”.

Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok
retribusi daerah, yakni:

a) Retribusi dipungut oleh daerah;
b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang
langsung dapat ditunjuk;
c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau
mengenyam jasa yang disediakan daerah;

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang
dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui
anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan

dipertanggungjawabkan sendiri.
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4)

Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu
daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk
sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya
daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk
menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi
produksi, yang kesemua Kkegiatan usahanya dititkberatkan kearah
pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional
umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju
masyarakat adil dan makmur.

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang
dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui
anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan
dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah
merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk
seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang
dipisahkan.

Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang
khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan
utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya
dititkberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan
ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam
perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam
batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, meliputi: a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang
tidak dipisahkan; b) Jasa giro; c¢) Pendapatan bunga; d) Keuntungan selisih
nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun
bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau

jasa oleh daerah.
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